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ABSTRAK 
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Pelaksanaan analisis beban kerja dilakukan agar dapat memenuhi tuntutan 

kebutuhan untuk menciptakan ruang lingkup pekerjaan yang efektif dan efisien 

serta sumber daya aparatur yang professional dalam melaksanakan tugas-tugas di 

lingkungan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa beban kerja 

berdasarkan job description yang diterima pegawai pada Badan Penghubung 

Daerah Provinsi Sumatera Utara agar dapat memberikan gambaran kepada 

organisasi dalam hal pengelolaan sumber daya yang dimiliki.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui observa, kuisioner, wawancara dan telaah 

dokumen pendukung. Dengan menggunakan metode Full Time Equivalent dan 

perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 1 Tahun 2020, penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut. 

1. Jabatan Administrator memiliki beban kerja overload, dan untuk mengurangi 

beban kerja yang overload dapat dilakukan pendelegasian beberapa tugas 

kepada jabatan di bawahnya. 

2. Untuk jabatan Pengawas atau Eselon IV, Kasubbag Tata Usaha memiliki 

beban kerja overload, Kasubbid HALK dan Kasubbid FPIP memiliki beban 

kerja normal, serta Kasubbig PPM memiliki beban kerja underload. 

Kasubbag Tata Usaha yang memiliki beban kerja overload dapat 

mendelegasikan sebagian tugasnya kepada jabatan Pelaksana atau staf di 

bawahnya. 

3. Untuk jabatan Pelaksana, dari perhitungan FTE, diketahui bahwa pada 

Subbag Tata Usaha hanya Pengelola Wisma yang memiliki beban kerja 

underload atau beban kerja kurang. Pada Sub Bidang HALK, hanya Petugas 

Protokol yang memiliki beban kerja overload dan yang pelaksana lainnya 

memiliki beban kerja normal. Pada Subbid PPM, jabatan Pengelola Data 

Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan memiliki beban kerja overload 

sedangkan jabatan lain memiliki beban kerja tugas normal. Pada Subbid FPIP 
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hanya Pemandu Wisata yang memiliki beban kerja lebih sedangkan jabatan 

lainnya memiliki beban kerja normal. 

4. Dari perhitungan kebutuhan pegawai, Subbid HALK membutuhkan 

tambahan Petugas Protokol, Subbid PPM membutuhkan tambahan Pengelola 

Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, serta Subbid FPIP 

membutuhkan tambahan Pemandu Wisata. Namun penambahan pegawai 

untuk Petugas Protokol dan Pemandu Wisata tidak harus dilakukan 

mengingat aktivitas Petugas Protokol dan Pemandu Wisata hanya mengalami 

penumpukan pada waktu-waktu tertentu. 

 

Kata Kunci :  Sumber Daya Manusia, Beban Kerja, FTE,  Kebutuhan Pegawai 
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ABSTRACT 
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This workload analysis was conducted in order to meet the demands of the need to 

create an effective and efficient work circle as well as professional apparatus 

resources in carrying out tasks within the government. This study aims to analyze 

the workload based on the job description of the employees at the Regional Liaison 

Agency of North Sumatra Province to provide an overview to the organization in 

terms of managing its resources. 

 This study uses a descriptive method with a qualitative approach using with 

data collection techniques through observations, questionnaires, interviews and 

review of supporting documents. By using the Full Equipment Equivalent method 

and the employee requirement calculation based on the Regulation of the Minister 

of PAN and RB Number 1 of 2020, this study shows the following results. 

1. The Administrator position has an overloaded workload, and to reduce the 

overloaded workload, several tasks can be delegated to the positions below 

it. 

2. For Supervisory or Echelon IV positions, the Head of the TU Subdivision 

has an overload workload, the Head of the HALK Sub-Division and the 

FPIP Sub-Division Head has a normal workload, and the Head of the PPM 

Sub-Division has an underload workload. The Head of the TU Subdivision 

who has an overloaded workload can delegate some of her duties to the Staff 

position below her. 

3. For the staff position, from the FTE calculation, it is found that in the TU 

Subdivision only the Wisma Manager has an underload or less workload. 

In the HALK Sub-Division, only Protocol Officers have an overload 

workload and the other staff have a normal workload. In the PPM Sub-

Division, the position of Community and Institutional Empowerment Data 

Manager has an overload workload, while other positions have a normal 

workload. In the FPIP Sub-Division only Tour Guides have more workloads 

while other positions have normal workloads. 
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4. Based on the employee requirement calculation, the HALK Sub-Division 

requires additional Protocol Officers, the PPM Sub-Division requires 

additional Community and Institutional Empowerment Data Managers, and 

the FPIP Sub-Division requires additional Tour Guides. However, the 

addition of staff for Protocol Officers and Tour Guides does not have to be 

carried out considering that the activities of Protocol Officers and Tour 

Guides have the workload accumulation at certain times. 

 

Keywords: Human Resources, Workload, FTE, Employee Requirement 
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BAB I 

MASALAH PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi ataupun industri baik baru ataupun sudah maju, tidak bisa 

menyingkirkan peran sumber daya manusia (SDM). Peran SDM dalam suatu 

organisasi/industri sangat penting, karena semua kegiatan yang dilakukan SDM 

adalah untuk mencapai tujuannya. Pentingnya peran SDM dalam organisasi/ 

industry dan perencanaan SDM harus dilakukan demi mencapai tujuan perusahaan. 

Melalui perencanaan SDM yang baik, organisasi atau industri bisa menentukan 

total pekerja yang diperlukan guna jalannya sistem secara efisien serta efektif.  Baik 

itu jangka pendek maupun panjang, suatu pekerjaan bisa saja memberikan bahaya 

atau resiko kepada pekerjanya. Hal ini disebut sebagai beban kerja, yang merupakan 

dampak dari aktivitas kerja seharian penuh. Suatu organisasi diharuskan agar 

mengatur beban kerja bagi masing-masing pekerja yang merupakan tanggung 

jawab pejabat penjabat, agar kinerja pekerja dapat ditingkatkan dan diikuti dengan 

peningkatan semua kinerja organisasi. Meskipun seseorang memiliki kemampuan 

dan kehebatan yang sangat tinggi, tidak mungkin dapat melakukan dan 

menyelesaikan pekerjaan dalam organisasi seorang diri. Beban kerja yang dapat 

diselesaikan dengan tepat dan cepat akan akan memengaruhi kinerja pekerja secara 

keseluruhan. Karena beban kerja yang berat, pekerjaan yang dilakukan pegawai 

sering memberikan risiko yang besar. Beban kerja tiap pekerjaan tergantung pada 

jenis dan lama pekerjaan tersebut dilakukan. Jumlah pekerjaan yang diterima harus 
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sesuai dengan kesanggupan fisik pekerja. Kemampuan pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaan berbeda, sangat tergantung pada tingkat keterampilan, 

kesegaran fisik, status gizi, jenis kelamin, usia dan jenis tubuh dari si pekerja. 

Kelelahan merupakan pola yang muncul pada tiap orang yang sudah tidak 

mampu lagi melakukan aktivitasnya. Kelelahan merupakan mekanisme 

perlindungan tubuh dalam mencegah bahaya kerusakan lebih lanjut agar bisa pulih 

sesudah beristirahat. Istilah kelelahan mengacu pada keadaan yang berbeda dari tiap 

orang, tapi semuanya bermuara ke hilangnya efisiensi serta turunnya kemampuan 

kerja sekaligus daya tahan tubuh. Oleh karenanya ketika mengelola beban kerja, 

perlu juga mempertimbangkan persiapan pekerja agar pekerjaan yang ada dapat 

diselesaikan tepat waktunya, sesuai dengan tanggung jawab beban kerja agar dapat 

mencegah pelaksanaan pekerjaan yang tumpang tindih, pemborosan waktu serta 

saling melempat tanggungjawab kesalahan. Organisasi harus mengamati kapasitas 

pekerja dalam memberikan beban kerja sesuai pada kemampuan pekerja agar 

pekerja dapat menjalankan tugas sesuai pada beban kerja yang tersedia, agar proses 

organisasi juga bisa berjalan dengan lancar. Karena beban kerja yang ditanggung 

pekerja akan jadi lebih ringan dipegang serta kejelasan dalam pelaksanaannya, agar 

pekerjaan jadi lebih lancar dan mudah dikerjakan. 

Analisis jabatan dan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di 

Pemerintah Pusat maupun Daerah diatur pada Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 mengenai 

Panduan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. Pelaksanaan analisa beban kerja 
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dimaksudkan agar dapat memenuhi permintaan memunculkan ruang lingkup 

pekerjaan yang efektif dan efisien serta SDM ataupun aparatur profesional saat 

bertugas di lingkungan pemerintahan. 

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara  yang 

berkedudukan di DKI Jakarta, sesuai Pergub Nomor 40 tahun 2017 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi tugas utamanya yaitu melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, 

hubungan antar lembaga pembinaan masyarakat dan pelayanan, fasilitasi promosi 

dan informasi serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan 

Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi satu subbagian serta 

tiga subbidang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat struktur organisasi Bapenghub 

Provsu pada gambar berikut: 
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Gambar 1.1 
Struktur Organisasi Badan Penghubung daerah Provsu 

 

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provsu, 2021 

Struktur organisasi Badan Penghubung Daerah Provsu terdiri dari Kepala 

Badan sebagai jabatan tertinggi, yang membawahi Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha, Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan, 

Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat dan Kepala Sub 

Bidang Fasilitasi Program, Informasi dan Promosi. Sedangkan pembagian 

sumber daya aparatur untuk subbbagian serta subbidang adalah sebagai 

berikut: 

  

Kepala Badan

Kasubbid HALK Kasubbid PPM Kasubbid FPIP

Kelompok Jabatan 
Fungsional

Kasubbag Tata 
Usaha
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Tabel 1.1 

Komposisi Jumlah ASN per Sub Bagian/Bidang 
di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 
Komposisi Jumlah ASN per Sub Bagian/Bidang di 

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Jumlah 
(org) 

Kepala 
Badan 

Tata 
Usaha 

Hubungan Antar 
Lembaga & 
Kemitraan 

Pelayanan 
dan 

Pembinaan 
Masyarakat 

Fasilitasi Program, 
Informasi dan 

Promosi 

1 25 10 5 13 

Sumber: Data Kepegawaian Badan Penghubung Daerah Provsu, 2021 

  Dari data di atas terlihat bahwa adanya ketidakmerataan pembagian 

SDM pada masing-masing sub bagian dan sub bidang. Hal ini tentu 

mempengaruhi pembagian job description masing-masing pegawai 

sehingga mempengaruhi kinerja pegawai secara keseluruhan. 

Ketidakmerataan pembagian SDM juga dapat mengindikasi bahwa 

pembagian tanggungjawab serta tugas utama pada tiap unit kerja tidak 

merata. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali beban kerja 

untuk masing-masing subbagian serta subbidang. 

Adapun Peta jabatan yang ada di Bapenghub Sumatera Utara sebagai 

berikut: 
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 Gambar 1.2 

Peta  Jabatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 

\\

Kasubbid FPIP 

Pengawas 

           Kepala Badan        .    

Administrator 

Kasubbag TU.   

Pengawas 

Kasubbid HALK 

Pengawas

Kasubbid PPM 

Pengawas 

 Analis Perencanaan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan 

 Penyusun Program, 
Anggaran dan 
Pelaporan 

 Bendahara 
 Penata Keuangan 
 Pengelola Wisma 
 Pengelola Barang 
 Pengelola 

Kepegawaian 
 Pengelola Keuangan 
 Pengelola Kendaraan 
 Pengadministrasi 

Umum 
 Pengadministrasi 

Sarana dan Prasarana 
 Pengemudi  

 Analis 
Kelembagaan 

 Fasilitator 
Kemitraan 

 Pengelola 
Pelaksana 
Program 
Kelembagaan dan 
Kerjasama 

 Pengelola Kegiatan 
dan Anggaran 

 Petugas Protokol 
 Pengadministrasi 

Umum

o Analis Pelayanan
o Analis 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

o Pengelola Data 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Kelembagaan 

o Pengadministrasi 
Umum 

 Analis Layanan 
Umum 

 Penyusun Promosi 
dan Kerjasama 

 Pengelola Koleksi 
 Pengelola Sarana 

dan Prasarana 
 Pengelola Kegiatan 

dan Anggaran 
 Pemandu Wisata 
 Pengadministrasi 

Kesenian dan 
Budaya Daerah 

 Pengadministrasi 
Sarana dan 
Prasarana 

 Pengadministrasi 
Umum

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2021 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah 

dijelaskan bahwa kepala Badan Penghubung Daerah setingkat eselon IIIa atau 

Administrator. Padahal jika dilihat dari beban tugas dan pelaksanaan tugasnya 

Kepala Badan tidak hanya berperan sebagai administrator tetapi juga sering kali 

bertugas mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam urusan tugas di 

Jakarta, seperti mewakili Gubernur atau Pejabat lain dalam acara-acara di Jakarta 

dan berkoordinasi dengan berbagai pimpinan jajaran di Kementerian/Lembaga. 

Dengan adanya kesenjangan birokrasi pada saat melaksanakan tugas koordinasi dan 

tugas konsultasi pemerintahan di Jakarta yang disebabkan karena adanya 

kesenjangan eselonisasi Kepala Kantor Badan Penghubung Daerah dengan pejabat 

yang dituju, sering kali terjadi kendala dalam penyampaian pendapat, saran maupun 

usulan terutama dalam kegiatan yang sifatnya kenegaraan maupun rapat-rapat dinas 

penting lainnya. 

Salah satu manfaat analisis pekerjaan dan beban kerja adalah untuk 

mendapatkan gambaran divisi atau unit kerja yang perlu dikembangkan 

(Sinambela, 2016). Dengan banyaknya beban tugas dan luasnya cakupan wilayah 

kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta maka perlu 

ditinjau apakah beban kerja saat ini sudah sesuai dengan jumlah SDM yang ada 

ataukah diperlukan peningkatan kompetensi maupun jumlah SDM sesuai dengan 

kebutuhan. 
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B. Rumusan Masalah 

Peraturan mengenai analisa jabatan serta beban kerja ASN di lingkungan 

Pemerintah Pusat dan Daerah sebelumnya diterbitkan tidak hanya oleh 

Kementerian PAN dan RB tetapi juga oleh Kementerian Dalam Negeri dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 mengenai Analisa  Jabatan 

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah, serta Badan 

Kepegawaian Negara pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Panduan Analisa Jabatan. Adanya lebih dari satu 

peraturan menyulitkan pengelola kepegawaian saat menyusun analisa jabatan dan 

analisa beban kerja. 

Hingga peraturan terbaru mengenai analisis beban kerja diterbitkan, Badan 

Penghubung Daerah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki analisis beban kerja 

pegawai. Mengingat pentingnya peran Badan Penghubung Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, maka perlu dikaji ulang mengenai analisis beban kerja, kebutuhan 

pegawai serta pemetaan kompetensi agar dapat diperoleh komposisi yang optimal 

sehingga dapat menunjang kinerja serta Badan Penghubung Daerah Provinsi 

Sumatera Utara dapat melaksanakan wacana peningkatan eselonisasi. 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan guna menganalisa beban kerja berdasarkan job 

description yang diterima pegawai pada Badan Penghubung Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 
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2. Manfaat  

Manfaat yang diharap bisa diambil dari riset ini yaitu: 

a. Bagi masyarakat secara umum, penelitian ini diharap bisa menjadikan 

ilmu pengetahuan dan wawasan lebih tinggi mengenai pengelolaan 

SDM. 

b. Bagi institusi, penelitian ini diharap bisa menjelaskan gambaran 

pengelolaan SDM agar nantinya menjadi bahan untuk peningkatan 

eselonisasi. 

c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharap bisa menjadi materi ataupun 

referensi mengenai riset beban kerja lebih lanjut. 
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